Lampiran 111 Peraturan Daerah
Nomor : 10
Tanggal : 27 Desember 2011

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan 1.11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi 1.11.01.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

RE&SSFNG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.11.1.11.01.00.00.5 BELANJA 11.155.774.000,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.702.160.000,00
111.1.11.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 8.702.160.000,00 [ PP No. 9 Tahun 2007
1.11.1.11.01.01.02.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.453.614.000,00
1.11.1.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 132.665.000,00
1.11.1.11.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 42.500.000,00
111.1.11.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00
1.11.1.11.01.01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.698.000,00
111.1.11.01.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai 7.698.000,00
1.11.1.11.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 44.572.000,00
111.1.1101.01.10.5.2.1 Belanja Pegawai 500.000,00
111.1.11.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.072.000,00
1.11.1.11.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.500.000,00
111.1.11.01.01.11.5.2 Belanja Pegawai 335.000,00
111.1.11.01.01.11.5.2 Belanja Barang dan Jasa 6.165.000,00
1.11.1.11.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.820.000,00
111.1.1101.01.12.5.2.1 Belanja Pegawai 225.000,00
111.1.1101.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.595.000,00
1.11.1.11.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.625.000,00
111.1.1101.01.14.5.2.1 Belanja Pegawai 225.000,00
111.1.11.01.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00
1.11.1.11.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.950.000,00
111.1.1101.01.15.5.2.1 Belanja Pegawai 225.000,00
111.1.11.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.725.000,00
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REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.11.1.11.01.01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 6.500.000,00
1.11.1.11.01.01.17.5. Belanja Pegawai 335.000,00
1.11.1.11.01.01.17.5. Belanja Barang dan Jasa 6.165.000,00
1.11.1.11.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19.500.000,00
1.11.1.11.01.01.18.5. Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00
1.11.1.11.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.013.721.000,00
1.11.1.11.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 484.808.000,00
1.11.1.11.01.02.03.5. Belanja Modal 484.808.000,00
1.11.1.11.01.02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 31.045.000,00
1.11.1.11.01.02.07.5. Belanja Modal 31.045.000,00
1.11.1.11.01.02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 81.360.000,00
1.11.1.11.01.02.09.5. Belanja Modal 81.360.000,00
1.11.1.11.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Petugas lapangan 377.133.000,00
1.11.1.11.01.02.11.5. Belanja Modal 377.133.000,00
1.11.1.11.01.02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 19.875.000,00
111.1.11.01.02.22.5.2 Belanja Pegawai 500.000,00
111.1.11.01.02.22.5.2 Belanja Barang dan Jasa 19.375.000,00
1.11.1.11.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19.500.000,00
111.1.11.01.02.24.5. Belanja Pegawai 500.000,00
111.1.11.01.02.24.5. Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00
1.11.1.11.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.278.000,00
1.11.1.11.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 6.500.000,00
1.11.1.11.01.05.01.5. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
1.11.1.11.01.05.04 Penilaian angka kredit bagi PNS fungsional 8.778.000,00
1.11.1.11.01.05.04.5. Belanja Pegawai 3.925.000,00
1.11.1.11.01.05.04.5. Belanja Barang dan Jasa 4.853.000,00
1.11.1.11.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7.500.000,00
1.11.1.11.01.06 .06 Penyusunan renja dan lakip SKPD 7.500.000,00
1.11.1.11.01.06.06.5. Belanja Pegawai 4.159.000,00
1.11.1.11.01.06.06.5. Belanja Barang dan Jasa 3.341.000,00
1.12.1.11.01.15 Program Keluarga Berencana 381.795.000,00
1.12.1.11.01.15.01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 290.782.000,00
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Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pelayanan KIE

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan alatkontrasepsi dan gudang alat kontrasepsi

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

KIE bagi masyarakat melalui media elektronik

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pembentukan pusat pelayanan terpadu korban kekeraasan gender tingkat kecamatan

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Sosialisasi/orientasi kesehatan reproduksi remaja ( KRR )

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Evaluasi pelaksanaan PUG

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Sosialisasi bahaya merokok bagi anak

238.810.000,00
51.972.000,00

41.069.000,00

11.190.000,00
29.879.000,00
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9.801.000,00
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15.827.000,00

15.827.000,00

4.625.000,00
11.202.000,00

67.936.000,00

31.226.000,00

18.065.000,00
13.161.000,00

25.000.000,00

13.710.000,00
11.290.000,00

11.710.000,00
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Pengadaan Sarana Obgyn Bed
Belanja Modal
Pengadaan Sarana KIE Kit
Belanja Modal
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Penguatan kapasitaas perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Revitalisasi gerakan sayang ibu

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Pembuatan data keluarga

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan data dan program analisis KB

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Revitalisasi catur bina ( BKB,BKR,BKL,BLK )

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Bina Keluarga Balita ( BKB ) Kit
Belanja Modal

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak

63.280.000,00

63.280.000,00

90.400.000,00

90.400.000,00

53.237.000,00

23.721.000,00

6.625.000,00
17.096.000,00

29.516.000,00

15.725.000,00
13.791.000,00

246.910.000,00

100.000.000,00

68.170.000,00
31.830.000,00

49.110.000,00

26.300.000,00
22.810.000,00

30.000.000,00

6.120.000,00
23.880.000,00

67.800.000,00

67.800.000,00

39.152.000,00

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.11.1.11.01.16.11.5.2. Belanja Pegawai 5.785.000,00
1.11.1.11.01.16.11.5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.925.000,00
1.12.1.11.01.17 Program pelayanan kontrasepsi 316.449.000,00
1.12.1.11.01.17.03 Pengadaan alat kontrasepsi 104.476.000,00
112.1.11.01.17.03.5.2. Belanja Pegawai 1.856.000,00
112.1.11.01.17.03.5.2. Belanja Barang dan Jasa 102.620.000,00
1.12.1.11.01.17 .05 Pengadaan sarana pelayanan KB 58.293.000,00
1.12.1.11.01.17.05.5.2. Belanja Modal 58.293.000,00
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Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Work shop anak yang berhadapan dengan hukum dan kebijakannya

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

SURPLUS 7/ (DEFISIT)

22.482.000,00

8.630.000,00
13.852.000,00

16.670.000,00

5.935.000,00
10.735.000,00

32.500.000,00

32.500.000,00

26.040.000,00
6.460.000,00

32.500.000,00

32.500.000,00

13.945.000,00
18.555.000,00

(11.155.774.000,00)

SLAWI, 27 Desember 2011
WAKIL BUPATI TEGAL

MOCH.HERY SOELISTIYAWAN,SH.M.Hum
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